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Abstrak 

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam 
pembagian harta warisan berdasarkan hukum positif dan Kompilasi Hukum Islam 
(KHI). Anak luar kawin sering mengalami ketidakpastian hukum, terutama terkait hak 
waris, karena hubungan perdata mereka awalnya hanya diakui dengan ibu. Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan 
dengan mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis 
apabila dapat dibuktikan secara ilmiah, seperti melalui tes DNA. Penelitian ini 
menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif untuk 
menganalisis perbedaan dan persamaan perlakuan hukum positif dan KHI terhadap 
anak luar kawin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut KUH Perdata, anak 
luar kawin dapat mewarisi apabila ada pengakuan dari ayah. Sementara menurut KHI, 
anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologis, namun tetap 
dapat menerima bagian melalui mekanisme wasiat wajibah. Penelitian ini menegaskan 
pentingnya harmonisasi hukum guna memastikan perlindungan dan kepastian hukum 
bagi anak luar kawin. 
 
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak Luar Kawin, Hak Waris, Hukum positif,   

Kompilasi Hukum Islam. 

 

Abstract 

This study examines the legal protection of illegitimate children in inheritance distribution 
under Indonesian positive law and the Compilation of Islamic Law (KHI). Illegitimate children 
often face legal uncertainty regarding inheritance rights due to the initial legal recognition of 
civil relations only with their mother. The Constitutional Court Decision No. 46/PUU-
VIII/2010 brought significant change by allowing civil recognition with the biological father if 
scientifically proven, such as through DNA testing. This research employs a normative juridical 
method with a comparative approach to analyze the similarities and differences between positive 
law and KHI. Findings indicate that under the Civil Code, illegitimate children may inherit if 
acknowledged by their biological father. Meanwhile, under KHI, they have no paternal lineage 
rights but may receive inheritance through wasiat wajibah. The study highlights the need for 
legal harmonization to ensure adequate protection and legal certainty for illegitimate children.  
 
Keywords: Legal Protection, Illegitimate Children, Inheritance Rights, Positive Law, 

Compilation of Islamic Law. 
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A. Pendahuluan 

Anak merupakan subjek hukum yang memiliki martabat dan hak-hak yang wajib 

dilindungi oleh negara tanpa membedakan latar belakang kelahirannya. Namun dalam 

praktiknya, anak yang lahir di luar perkawinan (anak luar kawin) sering kali mendapatkan 

perlakuan berbeda, terutama dalam bidang keperdataan seperti penetapan nasab, identitas 

hukum, dan hak waris. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 sebelum 

perubahan, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga 

ibu. Ketentuan ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan bagi anak luar 

kawin yang secara biologis merupakan bagian dari ayahnya juga. 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi titik penting 

dalam perkembangan hukum keluarga di Indonesia karena putusan tersebut menegaskan 

bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologis apabila 

dapat dibuktikan secara ilmiah (misalnya melalui tes DNA). Meskipun demikian, putusan 

ini belum sepenuhnya terinternalisasi dalam berbagai sistem hukum terkait, terutama 

hukum waris Islam yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). 

KHI membatasi hubungan nasab anak luar kawin hanya kepada ibunya dan 

memberikan alternatif melalui wasiat wajibah. Hal ini menimbulkan perbedaan perlakuan 

antara hukum positif dan hukum Islam, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai 

sejauh mana perlindungan hukum bagi anak luar kawin benar-benar efektif. Fenomena 

meningkatnya angka kelahiran di luar perkawinan juga turut memperkuat urgensi 

penelitian ini. Data Badan Peradilan Agama menunjukkan tingginya permohonan 

dispensasi nikah akibat kehamilan di luar nikah, yang berkontribusi terhadap naiknya 

angka kelahiran anak luar kawin. Kondisi ini menuntut sistem hukum untuk memastikan 

keadilan dan kepastian hukum bagi mereka. 

Perumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak luar kawin dalam pembagian 

harta waris berdasarkan hukum positif di Indonesia? 

2. Bagaimana perlindungan hukum dalam KHI terhadap anak luar kawin dan 

mekanisme pemberian hak waris melalui wasiat wajibah? 

3. Apa perbedaan konsep perlindungan hukum anak luar kawin dalam hukum positif 

dan KHI, serta bagaimana implikasinya dalam praktik peradilan? 

Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis ketentuan hukum positif terkait perlindungan hak waris anak luar 

kawin. 

2. Menganalisis perlindungan hukum serta mekanisme alternatif dalam KHI bagi anak 

luar kawin. 

3. Membandingkan kedua sistem hukum dan memberikan rekomendasi normatif. 

Kajian Literatur (Literature Review) 

Penelitian sebelumnya banyak membahas kedudukan anak luar kawin dalam konteks 

hukum waris, namun sebagian besar hanya fokus pada salah satu sistem hukum. Radindi 

(2023) meneliti wasiat wajibah sebagai sarana pemberian hak waris anak luar kawin 

menurut hukum Islam. Manuaba (2023) meneliti anak astra (anak luar kawin) dalam 

hukum adat Bali. Husni dkk. (2021) membahas kedudukan anak luar kawin dalam hukum 
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positif dan Islam, namun tidak secara spesifik menelaah implikasi Putusan MK 46/2010 

terhadap lembaga peradilan agama. Ilma (2022) meneliti hak warisan berdasarkan Putusan 

MK namun belum menyentuh aspek komparatif menyeluruh antara hukum positif dan 

KHI. 

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur dengan menggabungkan 

analisis normatif-komparatif dan studi empiris pada Pengadilan Agama Rangkasbitung. 

 

B. Metode  

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang dipadukan dengan 

data empiris sebagai pendukung analisis. Metode ini dipilih karena fokus penelitian 

berkaitan dengan rekonstruksi norma, interpretasi aturan hukum, dan penerapannya 

dalam kasus anak luar kawin terkait hak waris. 

Desain Penelitian (Research Design) 

Desain penelitian yang digunakan Adalah 

1. Pendekatan Perundang-undangan (statute approach) — menelaah UU Perkawinan, 

KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Putusan MK No. 46/PUU-

VIII/2010. 

2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach) — menganalisis konsep nasab, anak 

luar kawin, hubungan perdata, hak waris, serta wasiat wajibah. 

3. Pendekatan Komparatif (comparative approach) — membandingkan antara hukum 

positif dan hukum Islam. 

4. Pendekatan Kasus (case approach) — mengkaji beberapa putusan pengadilan agama 

terkait penetapan hubungan anak luar kawin dan pembagian waris. 

Desain ini memungkinkan penelitian menggambarkan struktur hukum, konflik norma, 

serta penerapan aturan dalam praktik peradilan. 

Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian normatif dilakukan melalui studi pustaka di perpustakaan Fakultas Hukum 

dan database jurnal daring. Data empiris diperoleh dari Pengadilan Agama Rangkasbitung 

melalui wawancara dengan hakim senior. Penelitian dilakukan selama Januari–April 2025. 

Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian dilakukan dalam beberapa tahapan: 

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer: KUH Perdata, UU Perkawinan, KHI, Putusan MK 

46/PUU-VIII/2010, Putusan Pengadilan Agama terkait kasus anak luar kawin 

2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder: Buku, jurnal ilmiah, prosiding konferensi, fatwa 

MUI, penelitian terdahulu. 

3. Pengumpulan Data Empiris (wawancara): Menggunakan pedoman wawancara semi-

terstruktur kepada hakim Pengadilan Agama Rangkasbitung mengenai penerapan 

putusan MK dan wasiat wajibah. 

4. Analisis Perbandingan: Menguji konsistensi dan perbedaan antara hukum positif dan 

KHI. 

5. Penarikan Kesimpulan: Menyusun generalisasi temuan berdasarkan tujuan penelitian. 
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Populasi dan Teknik Sampling 

Karena penelitian ini bersifat normatif, “populasi” berupa: 

1. Semua peraturan hukum terkait anak luar kawin dan waris 

2. Seluruh putusan pengadilan relevan 

3. Literatur hukum mutakhir (5–10 tahun terakhir). 

Untuk data empiris, teknik sampling menggunakan: 

Purposive Sampling 

Hanya mengambil informan yang memenuhi kriteria: 

1. Hakim pengadilan agama aktif 

2. Pernah menangani kasus penetapan anak luar kawin atau sengketa waris 

3. Memiliki pengetahuan tentang implementasi Putusan MK 46/2010 

Jumlah informan: 2 hakim. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan anak luar kawin dalam hukum 

waris di Indonesia mengalami pergeseran seiring perkembangan regulasi dan pemikiran 

hukum. Fenomena utama yang ditemukan adalah munculnya dualisme antara hukum 

positif yang semakin akomodatif terhadap hak anak luar kawin dan Kompilasi Hukum 

Islam yang tetap mempertahankan konsep nasab tradisional. Melalui analisis dokumen 

dan wawancara, ditemukan bahwa setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 

46/PUU-VIII/2010, hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologis dapat 

dibuktikan secara ilmiah sehingga membuka ruang bagi anak luar kawin untuk menuntut 

hak keperdataannya, termasuk hak waris. Temuan ini sejalan dengan teori perlindungan 

anak dan perkembangan konsep best interest of the child, yang menekankan bahwa status 

kelahiran tidak boleh menjadi dasar untuk pengurangan hak-hak keperdataan seseorang. 

Ketika dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu, seperti penelitian Husni 

(2021) yang menyatakan bahwa Putusan MK dapat menjadi sarana pengakuan hukum bagi 

anak luar kawin, penelitian ini memperkuat pandangan tersebut dengan bukti empiris dari 

Pengadilan Agama Rangkasbitung yang memang telah menggunakan putusan MK 

sebagai dasar penetapan hubungan perdata. Namun, berbeda dengan hasil penelitian Ilma 

(2022) yang menyimpulkan bahwa anak luar kawin berhak memperoleh waris secara 

penuh setelah adanya pembuktian biologis, penelitian ini menemukan bahwa dalam 

praktik peradilan agama, hak waris anak luar kawin tidak serta-merta mengikuti putusan 

MK karena hakim tetap merujuk pada KHI yang menegaskan bahwa anak luar kawin tidak 

memiliki hubungan nasab dengan ayahnya. Dengan demikian, meskipun hubungan 

perdata diakui, hubungan waris tetap terbatas dan pada umumnya diwujudkan melalui 

mekanisme wasiat wajibah. 

Data hasil wawancara menunjukkan bahwa hakim menggunakan Putusan MK hanya 

dalam konteks penetapan hubungan perdata, bukan dalam pembagian warisan. Hal ini 

memperlihatkan adanya batasan penerapan antara hukum positif yang lebih progresif dan 

hukum Islam normatif yang lebih ketat dalam hal penetapan nasab. Data ini diperkaya 

dengan analisis doktrin fikih yang menyatakan bahwa hubungan waris hanya timbul dari 

hubungan nasab yang sah melalui perkawinan, sehingga anak luar kawin yang tidak 
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memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya tidak dapat menjadi ahli waris. 

Perbandingan ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara hukum negara dan 

hukum agama yang masih menjadi rujukan utama dalam peradilan agama. 

Pengolahan data penelitian juga menunjukkan bahwa wasiat wajibah menjadi 

instrumen yang paling banyak diterapkan sebagai solusi alternatif. Secara statistik 

deskriptif dari putusan-putusan yang dianalisis (tanpa perhitungan kuantitatif yang 

mendalam karena sifat penelitian normatif), mayoritas penyelesaian sengketa waris yang 

melibatkan anak luar kawin berakhir dengan pemberian bagian melalui wasiat wajibah 

maksimal sepertiga harta. Temuan ini konsisten dengan penelitian Radindi (2023) yang 

menyatakan bahwa wasiat wajibah merupakan bentuk keadilan korektif bagi anak luar 

kawin dalam sistem hukum Islam. 

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat jarak pemahaman 

dan penerapan antara sistem hukum positif dan KHI. Fenomena ini mempengaruhi tingkat 

kepastian hukum bagi anak luar kawin, terutama ketika telah dilakukan pembuktian 

ilmiah terhadap hubungan biologis namun tetap dibatasi dalam memperoleh hak waris. 

Analisis ini menjawab rumusan masalah bahwa perlindungan hukum terhadap anak luar 

kawin masih belum sepenuhnya harmonis karena adanya perbedaan konsep dasar antara 

teori nasab dalam hukum Islam dan konsep hubungan perdata dalam hukum positif yang 

lebih terbuka terhadap penemuan ilmiah. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis menarik 

kesimpulan bahwa : 

1. Perlindungan dan kebijakan anak luar kawin memiliki kedudukan hukum yang 

terbatas dalam memperoleh bagian warisnya, karena dalam UU No. 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan, pasal 43 berbunyi “anak diluar nikah hanya memiliki hubungan 

perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” setelah Putusan MK Nomor 46/PUU-

VIII/2010. Pasal ini di ubah menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan 

mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan ayah 

dan keluarga ayahnya apabila dapat dibuktikan hubungan biologisnya” pembuktian 

yang di maksud yaitu melalui tes DNA, dengan demikian kedudukan anak luar kawin 

mengalami perubahan status hukum, oleh karenanya berhak memperoleh 

perlindungan hukum, termasuk hak perdata seperti warisan. Pada kasus yang di alami 

ananda C, maka C harus melakukan permohonan pengakuan dan pengesahan anak 

serta melakukan gugatan waris ke pengadilan bila ada sengketa. Namun, 

pelaksanaannya masih menghadapi kendala administratif, seperti pengakuan dan 

penetapan hukum yang bersifat wajib untuk memperoleh hak waris dari ayah 

biologisnya.  

2. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak luar kawin untuk memperoleh hak atas 

warisan meliputi pengajuan permohonan penetapan asal-usul atau pengakuan anak 

ke pengadilan, kemudian mengajukan permohonan pengesahan anak ke Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) guna penerbitan akta kelahiran. 

Setelah seluruh proses administratif dan legal terpenuhi, anak tersebut dapat 
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mengajukan gugatan waris ke pengadilan untuk menuntut haknya atas harta 

peninggalan pewaris. Dampak dari anak luar kawin yang telah menempuh upaya 

hukum adalah diperolehnya pengakuan hubungan keperdataan dengan ayah biologis. 

Dengan adanya pengakuan tersebut, anak luar kawin berhak mewarisi harta 

peninggalan dari ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan secara sah adanya 

hubungan darah, misalnya melalui tes DNA. Namun tidak semua orang dapat 

melakukan tes DNA di karenakan biayanya yang mahal. 

3. Pembagian harta waris anak luar kawin dalam hukum positif, khususnya setelah 

adanya Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin dapat memperoleh hak 

atas harta warisan dari ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah 

bahwa ia adalah anak dari ayah tersebut. Meskipun UU Perkawinan mengatur 

mengenai keabsahan perkawinan dan kedudukan anak, namun tidak secara rinci 

mengatur mengenai pembagian warisan anak luar kawin. Oleh karena itu, dalam 

praktik diterapkan asas lex specialis derogat legi generalis, yang berarti peraturan 

khusus mengesampingkan peraturan umum. Karena dalam UU Perkawinan tidak 

mengatur secara khusus mengenai warisan anak luar kawin, maka digunakan 

ketentuan dalam KUHPerdata sebagai aturan yang lebih lengkap. Dalam pasal 280 

KUHPerdata disebutkan bahwa anak luar kawin dapat memperoleh hak waris dari 

ayah biologisnya asalkan ia diakui secara sah oleh ayahnya. KHI secara tegas 

menetapkan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya 

dan keluarganya. Konsekuensinya, anak luar kawin tidak memiliki hak untuk 

mewarisi harta dari ayah biologisnya. Dalam rangka perlindungan hukum bagi anak 

luar kawin, dimungkinkan untuk memberikan bagian harta melalui wasiat wajibah. 

Perbedaan pembagian antara anak luar kawin dan anak sah dalam hukum positif dan 

hukum Islam adalah dalam hukum positif menggunakan aturan dalam KUHPerdata, 

sedangkan dalam hukum Islam menggunakan KHI dan Fatwa MUI No. 11 Tahun 

2012. terkait ketidakpatuhan tenaga penjualan terhadap peraturan perusahaan. Bentuk 

ketidakpatuhan tenaga penjualan yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan 

meliputi : Kelalaian tenaga penjualan dalam memberikan penjelasan kepada 

konsumen, misalnya tidak menginformasikan dengan jelas mengenai waktu 

pengiriman produk sehingga konsumen merasa dirugikan atau ditipu. Karyawan 

tenaga penjualan yang membocorkan rahasia perusahaan atau data pribadi konsumen 

ke pihak lain yang tidak berhak, sehingga merugikan perusahaan dari sisi kepercayaan 

dan keamanan data. Pelayanan yang kurang baik dari tenaga penjualan yang dapat 

menurunkan kepuasan konsumen dan berdampak pada reputasi perusahaan. 

Kecurangan atau fraud dari tenaga penjualan, seperti tidak menyetorkan hasil 

penjualan ke perusahaan atau melakukan cash out fiktif sehingga menimbulkan 

kerugian finansial. 
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